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Abstrak
 

<b>ABSTRAK</b><br>

Skripsi ini di buat dalam rangka memenuhi prasyarat dalam mencapai gelar Sarjana Hukum dari Fakultas

Hukum Universitas Indonesia. Di samping itu, Juga untuk memberi gambaran yang lebih jelas mengenai

masalah kawasaan dan kecakapan bertindak dalam hukum kepada masyarakat awam yang bukan berasal

dari kalangan hukum. Metode penelitian yang dipergunakan adalah metode penelitian kepustakaan (library

research) dan metode penelitian lapangan (field research). Karena hukum perdata di Indonesia bersifat

pluralistik, maka tidak ada keseragaman dalam pengaturan masalah kedewasaan dan kecakapan bertindak

seseoranq seperti hal nya pengaturan menurut Kitab undang-undang Hukum Perdata dan Undang-Undang

nomor 1 tahun 1974. Fada hakekatnya, dalam semua sistim hukum seseorang di anggap cakap untuk

bertindak dalam hukum apabila ia sudah mencapai usia dewasa. Sebagai konsekwensi nya, maka seseorang

yang belum dewasa di anggap ti dak cakap untuk bertindak sendiri dalam lalu lintas hukum, tetapi harus di

bantu oleh orang tua atau wali nya. Namun demikian sebelum dewasaan seseorang tidak menutup

kemungkinan bagi orang yang bersangkutan untuk melakukan tindakan hukum sendiri, karena bagi nya

tersedia upaya hukum pendewasaan. Hukum juga memperbolehkan orang tersebut untuk melakukan

perbuatan-perbuatan hukum tertentu yang diperkenankan oleh undang-undang. Orang-orang yang berada

dibawah pengampuan juga harus di bantu oleh pengampunya dalam melakukan perbuatan hukum dan

perempuan bersuami menurut Kitab Undang-Undanq Hukum Perdata juga harus dibantu oleh suaminya.

Jadi kecakapan bertindak seseoranq tidak hanya ditentukan oleh usia (faktor penentu umum) saja melainkan

juga di tentukan oleh keadaan jiwa orang yang bersangkutan (faktor penentu khusus) Dalam rangka

mencapai keseragaman dalam pengaturan masalah kedewasaan dan kecakapan bertindak dalam hukum,

maka hendaknya di buat suatu peraturan khusus yang bersifat nasional.
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